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(2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sesuai dengan kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, 

dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana. 

 

Paragraf 18 

Tertib Peran Serta Masyarakat 

 

Pasal 21 

(1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan 

menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mayarakat. 

(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan/atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat; 

b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di 

lingkungan sekitarnya; dan/atau 

c. melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antara warga di 

lingkungannya. 

(3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan 

menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

BAB III 

KETENTUAN SANKSI 

 

Pasal 22 

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat 

(1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan 

Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif. 

 

Pasal 23 

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. peringatan tertulis; 

d. penghentian sementara kegiatan; 

e. penghentian tetap kegiatan; 

f. pencabutan sementara Izin; 

g. pencabutan tetap Izin; 

h. paksaan pemerintah. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP. 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

huruf e, dan huruf h, dilaksanakan Satpol PP bersama dengan perangkat 

Daerah terkait. 

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dan huruf g, dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perizinan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 24 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administratif, dikenakan juga 

Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Perda. 
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